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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu bentuk kemandirian pemerintah daerah pasca reformasi 

tercermin dalam undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan 

daerah, dimana daerah otomon diberikan kewenangan untuk dapat mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya, termasuk 

mengelola jalannya pembangunan di daerahnya.  

Kewenangan tersebut merupakan bentuk desentralisasi pemerintah pusat 

yang dimaksudkan untuk mendorong tercapainya pembangunan nasional yang 

lebih efisien dan tepat sasaran melalui daerah-daerah otonom. Dalam mengelola 

pembangunan ditingkat daerah, pemerintah daerah bertindak berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 54 tahun 2010 tentang perencanaan 

pembangunan daerah, dimana daerah otonom mengelola pembangunan daerahnya 

sesuai potensi yang dimiliki dalam upaya mendukung pembangunan nasional. 

Pemerintah Kota Bandung  dibawah pimpinan Ridwan Kamil menjalankan 

kewenangannya mengelola pembangunan daerah melalui aktivitas kebijakan dan 

berbagai program pembangunan, yaitu membuat Program Inovasi Pembangunan 

dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) sebagai wujud perhatian Pemerintaah 

Kota Bandung demi mewujudkan pemerataan pembangunan dengan berupa 

bantuan Rp100.000.000 untuk Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan (LKK) 
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yang terdiri dari RW, PKK, Karang Taruna atau LPM tingkat Kelurahan di Kota 

Bandung. Kebijakan itu terdapat pada isi Peraturan Walikota Bandung nomor 107 

Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Walikota Bandung Nomor 281 

Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan 

Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung.  

Program ini merupakan upaya pemerintah Kota Bandung dalam upaya 

memperbaiki permasalahan pembangunan yang kurang merata dan tidak tepat  

sasaran. Selain itu program PIPPK ini dapat dicapai secara efektif dan efisien jika 

dibangun melalui peran serta dan partisipasi dari seluruuh lapisan masyarakat 

dalam pengambilan kebijakan. Semua pihak yang terlibat dinantikan dapat 

melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam upaya pemberdayaan 

masyarakat seumpama pelaku utama dari Program Inovasi dan Pembangunan 

Pemberdayaan Masyarakat. 

Pemerintah Kota Bandung dalam membuat PIPPK memiliki tujuan guna 

membuat kemajuan pembangunan kewilayahan. Maksud dari adanya program ini 

buat memajukan tugas, peran dan fungsi aparat kewilayahn dan semua penanggung 

jawab kebijakan lemmbaga kemasyarakatan kelurahan dalam usaha percepatan 

perwujudan pembangunan melalui pengembangan perbedayaan partisiftasi 

masyarakat. 

Ciri yang melekat dalam PIPPK ini ialah adanya peran seta masyarakat 

dalam membangun wilayahnya masing-masing. Pembangunnan yang dirancang 

dalam PIPPK seharusnya bukan hanya pada sektor insfrastruktur fisik saja berupa 
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pembangunan, namun pembangunan non fisik juga berupa pemberdayaan. 

Kenyataan dalam pelaksanaan PIPPK dilapangan menghadapi banyak kendala 

terutama dari Sumber Daya Manussia (SDM) ataupun dari masyarakat itu sendiri, 

akhirnya program PIPPK ini belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan 

adanya perbedaan tingkat pemahaman dan juga pengetahuan dalam proses 

pelaksanaan PIPPK mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

pengasawasan dan evasulai. Tidak hanya itu Sumber Daya Manusia sangat penting 

juga dalam pelaksanaan program, masyarakat juga termasuk bagian yang dituntut 

untukberperan aktif . hal tersebut merupakan tantangan dan permassalahan bagi 

masyarakat dan aparatur pemerintah di kelurahan. 

Pemerintah Kota Bandung melaksanakan program PIPPK ini yaitu buat 

menumbuhkan inovasi di level kewilayahan baik kecamatan ataupun kelurahan. 

Sayang nya, program PIPPK yang diaplikasikan di seluruh kecamatan dan 

kelurahan Kota Bandung ini tidak seluruhnya berjalan lancar sesusai dengan tujuan 

dari diaplikasikan PIPPK, pasalnya jika diperhatikan menurut data dari Laporan 

Realisasi Anggaran PIPPK bahwa di beberapa kecamatan di Kota Bandung dari 

tahun 2018-2020 tidak semua sanggup menyerap anggaran PIPPK dengan baik, 

Sebagian besar dari kecamtan-kecamatan tersebut mendapati peurunan dalam hal 

penyerapan anggaran PIPPK, diantaranya Kecamatan Cibeunying Kidul, 
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Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Panyileukan dan Kecamatan Cinambo. 

Berikut ialah data penerimaan Anggaran PIPPK di beberapa Kecamatan di Kota 

Bandung pada periode 2018-2020: 

 

Tabel 1.1 

Data Realisasi Anggaran PPIPK Periode 2018-2020 

Sumber: Bagian Pemerintahan Kota Bandung 2021 

 Tabel diatas bisa dilihat bahwa tabel tersebut ialah data dari laporan 

realisasi anggaran PIPPK dimana terdapat kecamatan-kecamatan yang 

mendapatkan penurunan atau kelemahan dalam menerima  anggaran PIPPK pada 

periode 2018 sampai dengan 2020. Pada periode 2018 sampai 2020 kecamatan-

kecamatan tersebut dapat dilihat dari data realisasi anggaran semakin mengecil dari 

tahun ke tahun sehingga hal tersebut perlu dipertanyakan apakah dari realisasi yang 

semakin mengecil setiap tahunnya tersebut dilatar belakangi karena kinerja 

KECAMATAN ANTAPANICIBEUNYING KIDUL

TAHUN ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN PERSENTASE

2018 7.913.042.688,12                7.614.506.037,00               298.536.651,12                   96,23%

2019 10.806.331.940,00              10.286.571.930,00             519.760.010,00                   95,19%

2020 5.475.344.905,00                5.119.443.229,00               355.901.676,00                   93,50%

KECAMATAN ANTAPANIBABAKAN CIPARAY

TAHUN ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN PERSENTASE

2018 6.148.293.942,55                5.950.396.258,00               197.897.684,55                   96,78%

2019 6.554.889.275,77                6.164.348.613,00               390.540.662,77                   94,04%

2020 3.515.999.000,00                3.198.831.370,00               317.167.630,00                   90,98%

KECAMATAN PANYILEUKAN

TAHUN ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN PERSENTASE

2018 4.567.226.954,86                4.437.984.700,00               129.242.254,86                   97,17%

2019 4.891.376.181,00                4.622.127.893,00               269.248.288,00                   94,50%

2020 2.509.175.871,00                2.151.461.360,00               357.714.511,00                   85,74%

KECAMATAN CINAMBO

TAHUN ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN PERSENTASE

2018 2.810.716.448,56                2.623.449.528,00               187.266.920,56                   93,34%

2019 3.569.166.290,00                3.309.337.740,00               259.828.550,00                   92,72%

2020 3.626.850.460,00                2.683.007.880,00               943.842.580,00                   73,98%
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anggarannya lemah atau tidak. Untuk Kecamatan Cinambo pada periode 2018 

sampai 2020 kecamatan tersebut merupakan peringkat terakhir dalam penyerapan 

anggaran PIPPK karena jika dilihat kembali pada tabel diatas masih banyak sisa 

anggaran PIPPK di Kecamatan tersebut.  

Pelaksanaan PIPPK di Kecamatan Cinambo masih dikatakan belum stabil 

sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 sehingga perlu dilakukan evaluasi secara 

akademik dan teoritis tentang bagaimana pengelolaan keuangan anggaran belanja 

pada PIPPK agar kedepannya Kecamatan Cinambo dapat memaksimalkan 

penyerapan anggaran dan bukn tidak mungki di tahun-tahun yang akan datang 

Kecamatan Cinambo kembali mendapat prestasi dari pengelolaan PIPPK. 

Evaluasi dari suatu kinerja keuangan, penyerapan anggaran dan belanja 

menjadi salah satu tolak ukur. Berdasarkan data, tahun 2020 terjadi selisih yang 

cukup besar antara anggaran dan realisasinya, jika diperensentasikan penyerapan 

anggaran mencapai sebesar -26.08% yang tidak terserap atau terealisasikan dari 

yang telah dianggarkan. Bisa dilihat dalam tabel berikut ini:  

Tabel 1.2 

Varians belanja PIPPK di Kecamatan Cinambo tahun 2018-2020 

Sumber: Bagian Pemerintahan Kota Bandung 2021 

Tahun 2020 menjadi tahun dengan realisasi terendah PIPPK selama periode 

2018-2020 dengan realisasi anggaran paling kecil, di kota Bandung yaitu tidak 

Tahun Realisasi Anggaran Varians %

2018 2.623.449.528,00                2.810.716.448,56           187.266.920,56-     -6,66%

2019 3.309.337.740,00                3.569.166.290,00           199.828.550,00-     -7,28%

2020 2.683.007.880,00                3.626.850.460,00           943.842.580,00-     -26,08%
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mencapai 90%, padahal di dua tahun sebelumnya penyerapan anggaran belanja di 

Kecamatan Cinambo ini benar-benar baik. Menurut Mahmudi (2016:155) tingginya 

selisih tersebut secara umum dapat menghasilkan dua asumsi. Satu, hal ini 

memperlihatkan sebuah efesiensi anggaran. Dua, apabila berakibat pada munculnya 

selisih minus maka kemungkinan besar adanya kelemahan perencanaan anggaran 

yang berakibat pada estimasi belanja yang cukup buruk atau kemungkinan lainnya 

diakibatkan oleh adanya program atau kegiatan yang tidak terlaksana. Dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 1.3 

Efesiensi Belanja PIPPK di kecamatan Cinambo tahun 2018-2020 

          

Sumber: Bagian Pemerintahan Kota Bandung 2021 

Pertumbuhan belanja pada dua tahun pertama PIPPK ini cukup stabil 

dengan tidak terlalu turun jumlah penganggaran PIPPK di Kecamatan Cinambo, 

namun di tahun 2020 pertumbuhan belanjanya turun signifikan. Padahal secara 

umum pertumbuhan belanja bisa dikatakan cenderung selalu naik dengan alasan 

umumnya terjadi penyesuaian inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah 

pelayanan dan lainnya, berdasarkan data diatas terlihat bahwa pertumbuhannya 

turun drastis. Turunnya angka pertumbuhan belanja ini perlu dilakukan evaluasi 

buat menilai apakah peningkatan tersebut masih berada  dibatas kewajaran ataupun 

tidak sehingga perlu diketahui alasan atas turunnya pertumbuhan belanja tersebut, 

TAHUN ANGGARAN

KECAMATAN 2018 2019 2020

% % %

CINAMBO 93,37% 92,72% 73,98%
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apakah masih relative terkendali atau malah diluar kendali pemerintah daerah. 

Berikut ini adalah pertumbuhan belanja anggaran PIPPK di Kecamatan Cinambo 

tahun 2018-2020: 

Tabel 1.4  

Pertumbuhan Belanja PIPPK di Kecamatan Cinambo tahun 2018-2020 

    
                                          

KETERANGAN     

TAHUN 
REALISASI 
TAHUN t  REALISASI TAHUN t-1 SELISIH PERTUMBUHAN 

2018 
    

2.623.449.528,00  
 - 

  -   - 

2019 
    

3.309.337.740,00  
         2.623.449.528,00  

   685.888.212,00  26% 

2020 
    

2.683.007.880,00  
         3.309.337.740,00  

- 626.329.860,00  -19% 

Sumber: Bagian Pemerintahan Kota Bandung 2021 (data diolah) 

Penelittian ini bakal dilaksanakan di Kota Bandung tepatnya di Kecamatan 

Cinambo. Alasan dari pemilihan lokasi tersebut karena adanya ketertarikan peneliti 

untuk melihat berbagai persoalan diatas, yang memerlukan sebuah evaluasi untuk 

mengukur kinerja dari PIPPK ini yang mana pada tahun 2020 mengalami 

penurunan yang  drastis dari pada tahun-tahun sebelumnya. Berbeda dengan 

Kecamatan Antapani dari tiga tahun terkahir mengalami kenaikan yang signifikan 

dan cenderung stabil se-Kecamatan di Kota Bandung. Disini, evaluasi melalui 

pengendaliannya akan memastikan bahwa program yang dikerjakan mencapai 

target yang ditetapkan diawal. Prosses pengelolaan evaluasi akan membandinngkan 

kinerja dengan hasil yang diinginkan kemudian mengasihkan umpan balik sebagai 

alat untuk mengevaluasi hasil yang telah dikerjakan kemudian mengambil tindakan 
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perbaikan apabila diperlukan. Untuk mengevaluasi apakah kinerja dari Pemerintah 

Kota Bandung khususnya Kecamatan Cinambo dalam PIPPK ini sudah dikatakan 

baik atau tidak. Dalam pengelolaan PIPPK baik atau tidaknya dapat diukur dengan 

pengukuran kinerja anggaran. 

Pengelolan anggaran PIPPK berkaitan dengan kinerja keuangan, ketika 

tujuan indikator kinerja adalah mengembangkan sistem penganggaran untuk 

mengetahui baik tidaknya kinerja dalam pengelolaan anggaran PIPPK, terutama 

dengan mengukur kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar penilaian 

kinerja, terutama untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, 

proyek, atau kegiatan. Oleh karena itu perlu dikaji sejauh mana kecamatan di Kota 

Bandung mengelola anggaran PIPPK. Berdasarkn latar belakang masalaah diatas, 

bahwa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan 

Prograam Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayhan di kota Bandung 

khususnya yang dilakukan oleh Pemerinth Kota Bandung, dallam menetapkan hal 

diatas dengan judul “Evaluasi Kinerja Keuangan Program Inovasi 

Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kecamatan 

Cinambo tahun 2018-2020” 

B. Indentifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis membuat beberapa 

identifikasi masalah, diantaranya sebagai berikut: 
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1. Tingginya varians atau selisih diantara realisasi belanja dengan anggaran 

belanja di Kecamatan Cinambo pada tahun 2020 masih tinggi yaitu sebesar 

Rp   943.842.580,00  

2. Efesiensi yang dilakukan oleh Kecamatan Cinambo belum maksimal karena 

diperkirakan adanya program yang tidak terealisasikan karena terjadi 

penurunan tingkat efesiensi dari 93,37%  menjadi 73,98%  

3. Pertumbuhan belanja PIPPK di Kecamatan Cinambo cenderung menurun 

dari tahun ke tahunnya.  

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang atau identifikasi masalah yang di uraikan di atas, 

maka peneliti merumuskan masalah penelitian  yang akan dilakukan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana menentukan yang akan diukur dalam evaluasi kinerja anggaran 

PIPPK di Kecamatan Cinambo Kota Bandung Tahun Anggaran 2018-2020? 

2. Bagaimana menetapkan standar kinerja dalam evaluasi kinerja anggaran 

PIPPK di Kecamatan Cinambo tahun anggaran 2018-202? 

3. Bagaimana mengukur kinerja dalam evaluasi kinerja anggaran PIPPK di 

Kecamatan Cinambo tahun anggaran 2018-202? 

4. Bagaimana membandingkan kinerja akrual dengan standar yang telah 

ditetapkan dalam evaluasi kinerja anggaran PIPPK di Kecamatan Cinambo 

tahun anggaran 2018-202? 
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5. Bagaimana mengambil tindaka  dalam evaluasi kinerja anggaran PIPPK di 

Kecamatan Cinambo tahun anggaran 2018-202? 

D. Tujuan Penelitian 

Menurut rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, bahwa penelitian ini 

memiliki tujuan diantaranya: 

1. Untuk mengetahui yang akan diukur dalam evaluasi kinerja anggaran 

PIPPK di Kecamatan Cinambo Kota Bandung Tahun Anggaran 2018-2020 

2. Untuk mengetahui standar kinerja dalam evaluasi kinerja anggaran PIPPK 

di Kecamatan Cinambo tahun anggaran 2018-2022 

3. Untuk mengetahui ukuran kinerja dalam evaluasi kinerja anggaran PIPPK 

di Kecamatan Cinambo tahun anggaran 2018-2022 

4. Untuk mengetahui perbandingan kinerja akrual dengan standar yang telah 

ditetapkan dalam evaluasi kinerja anggaran PIPPK di Kecamatan Cinambo 

tahun anggaran 2018-2022 

5. Untuk mengetahui tindakan  dalam evaluasi kinerja anggaran PIPPK di 

Kecamatan Cinambo tahun anggaran 2018-2022 

E. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, bahwa 

diinginkan penelitian ini memiliki manfaat diantaranya: 

1. Kegunaan Teoritis 

a) Manfaat bagi peneliti adalah untuk menerapkan ilmu atau teori yang 

diperoleh selama mengajar dan berpartisipasi sebagai bentuk 
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konseptual untuk pengembangan ilmu administrasi publik, terutama 

yang berkaitan dengan evaluasi hasil anggaran. 

b) Kontribusi ide untuk peneliti yang tertarik pada penelitian serupa di 

masa depan. 

2. Kegunaan Praktis 

a) Bagi instansi sebagai alat saran dan pertimbangan dalam 

mengevaluasi kebijakan program yang dilaksanakan oleh masing-

masing unit pelayanan yang diberikan kepada stakeholders yang 

akan ditingkatkan secara bertahap, sehingga pelayanan yang 

diberikan oleh Kecamatan Cinambo Bandung akan lebih maksimal 

dalam setiap penerapannya. 

b) Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan dan informasi bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap masalah yang diteliti. 

F. Kerangka Pemikiran 

Alasan pemilihan teori karena diperlukan sebuah evaluasi untuk mengukur 

kinerja dari PIPPK ini, yang mana pada tahun 2020 benar-benar mengalami 

penurunan yang drastis daripada tahun-tahun sebelumnya. Disini, evaluasi melalui 

pengendaliannya akan memastikan bahwa program yang dikerjakan sedang 

mencapai target yang ditetapkan diawal. Proses pengendalian evaluasi akan me  

mbandinkan kinerja sama hasil yang diinginkan kemudian mengasihkan umpan 

balik sebagai alat buat mengevaluasi hasil yang telah dikerjakan kemudian 

mengambil tindakan perbaikan bila dibutuhkan. Untuk mengevaluasi apakah 
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kinerja dari PIPPK ini sudah dikatkan baik atau tidak, dalam pengelolaan PIPPK 

ini, baik atau tidaknya dapat diukur dengan pengukuran kinerja anggaran belanja.  

Evaluasi menurut Arikunto (2012:325) evaluasi program adalah rangkaian 

kegiatan yang dikerjakan secara sadar dan sengaja untu mengetahui tingkat 

keberhasilan suatu program. Sementara itu, pandangan dari Stufflebeam dalam 

Arikunto, evaluasi adalah proses penggambaran, pencarian dan pemberian infomasi  

sehingga pengambil kebijakan bisa menentukan alterlatif tindakan. Kemudian 

dalam kaitannya dengan evaluasi kinerja keuangan, sebagaimana dikemukakan 

oleh David Hunger dan Thomas Wheelen (2003:384) terdapat lima proses 

pengelolaan dan evaluasi yaitu:  

1. Menentukan apa yang diukur: Manajer senior menentukan proses 

implementasi dan hasil yang akan dipantau dan dievaluasi. 

2. Tentukan standar kinerja: Setiap standar biasanya mencakup kisaran 

toleransi yang menentukan penyimpangan yang dapat diterima. 

3. Pengukuran kinerja: Pengukuran harus dilakukan pada tahap awal 

standarisasi. 

4. Membandingkan akumulasi eksekusi dengan standar yang ditetapkan: jika 

hasil aktual berada dalam kisaran toleransi pengukuran berhenti di sini. 

5. Take action: Jika hasil aktual berada di luar batas toleransi, bahwa perlu 

dilakukan tindakan untuk memperbaikinya. 

Menurut Abdul Halim dan Syam Kusufi (2012:127) mengatakan 

bahwa  pelaksanaan anggaran menghasilkan keterkaitan semua anggaran 

dengan tujuan, kegiatan, kegiatan dan program. Dana dikeluarkan untuk 
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mendanai program dan kegiatan, dan setiap program dan kegiatan memiliki 

langkah dan arahnya sendiri. Dengan demikian, konsep manajemen 

aktivitas memerlukan suatu sistem untuk mengukur kinerja. Sistem 

Pemantauan Kinerja Sektor Publik adalah sistem yang bertujuan untuk 

membantu manajer publik melakukan penilaian capaian suatu stategi lewat 

tolok ukur kinerja yang diterapkan. Kinerja pemerintah daerah menurut 

Mahsun (2009:25) merupakan penggambaran tentang tingkat capaian 

menjalankan suatu program kegiatan untuk melaksanakan tujuan, sasarann, 

visi dan misi organisasi yang terencana dalam stategi planing sebuah 

organisasi. Untuk menilai apakah kinerja pemerintah itu baik atau tidaknya, 

penulis memakai sebuah alat analisis, yakni analisis kinerja anggaran 

belanja, dimana alat ini berfungsi menilai bagaimana pengelolaan kinerja 

anggaran PIPPK.   

Menurut Mahmudi (2010:155) alat buat menganalisis kinerja anggaran 

yaitu dapat menggunakan analisis kinerja anggaran belanja, yaitu:  

1. Analisis Varians Belanja  

Adalah analisi terhadap selisih atau perbedaan antara anggaran belanja 

dengan realisasi. Kinerja pemerintah daerah dikatakan kurang baik apabila ada 

selisih yang banyak sedangkan apabila ada selisih yang lumayan kecil maka 

kinerja keuangan pemerintah daerah akan dikatakan baik. Rumus dari analisis 

varians belanja adalah sebagai berikut:  

 Analisis varian belanja = realisasi anggaran - anggaran belanja. 
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2. Analisis rasio efesiensi belanja  

Adalah analisis yang dipakai untuk menghitung besaran efesiensi 

anggaran yang dikerjakan pemerintah. Rumus untuk menghitung tingkat 

efisiensi anggaran belanja adalah sebagai berikut:  

 

3. Analisis Pertumbuhan Belanja  

Adalah analisis yang berguna untuk mengetahui perkembangan belanja 

dari periode ke periode sehingga dapat diketahui berapa jumlah angka 

pertumbuhan setiap realisasi belanja, apa pertumbuhan yang terjadi rasional 

kemudian bisa dipertanggung jawabkan. Pertumbuhan belanja daerah dapat 

dihitunh melalui rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑃ertumbuhan Belanja Thn t =Realisasi Belanja Thn t − Realisasi Belanja Thnt−1

                                                     Realisasi Belanja Thnt−1. 

Rasio efesiensi belanja = Realisasi belanja    

   Anggaran. belanja. 

 

×100 
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Beserta ini adalah kerangka pemikiran yang dipakai baut penelitian dapat 

dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturaan Walikota Bandung 

Nomor 107 Tahun 2018 tentang 

PIPPK 

Evaluasi menurut David Huanger dan Thomas Wheelen (2003:384) lima proses 

evaluasi yaitu: 

1. Menemukan yang akan diukur 

2. Menetapkan standar kinerja 

3. Mengukur kinerja 

4. Membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan 

5. Mengambil tindakan  

Analisis Belanja Daerah Menurut Mahmudi 

(2016:154) Alat buat mengevaluasi kinerja 

keuangan pemerintah daerah dapat memakai 

analisis kinerja anggaran belanja, yang meliputi: 

 1. Analisis varians belanja  

2. Analisis pertumbuhan belanja  

3. Analisi rasio efisiensi belanja  

Evaluasi Kinerja Keuangan Program Inovasi 

Pembangunan dan Pemberdayaan di 

Kecamatan Cinambo Tahun 2018-2020 
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